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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Akad Murābaḥah bil Wakālah Pada Produk Pembiayaan KUR 

Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon ada 

beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, tahap marketing yang 

dilakukan oleh Micro relation staff. Kedua, tahap analisa. Dalam tahap ini 

BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon menggunakan analisis 5C 

(Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, dan Collateral). 

Ketiga, tahap komite pada tahap ini dilakukan keputusan dalam 

pembiayaan yang dilkukan oleh Branch Manager (BM). Keempat, tahap 

akad dan pencairan, dalam Hal ini BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon 

menggunakan akad murābaḥah bil wakālah. Kelima, tahap monitoring 

pada tahap ini dilakukan oleh Micro relation staff secara rutin kepada 

nasabah. 

2. Penerapan pembiayaan Akad Murābaḥah Pada Produk Pembiayaan KUR 

Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon belum 

sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah. karena dalam penerapannya Bank 

Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon melakukan akad 

Murābaḥah dan akad Wakālah serta lainnya secara bersamaan dalam satu 

waktu.  
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B. Saran 

  Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menyadari 

masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis 

dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran 

kepada beberapa pihak dibawah ini : 

1. Lembaga Perbankan Syariah 

Sebagai lembaga perbankan syariah hendaknya pemahaman mengenai 

fatwa DSN-MUI dalam hal ini menjadi lembaga yang pertama dan 

menjadi contoh dalam menjalankan prinsip syariah atau hukum islam agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam prakteknya yang dapat menimbulkan 

paradigma negatif terhadap masyarakat luas. 

2. Kepada peneliti selanjutnya 

Semoga penelitian Karya Ilmiah yang telah disusun oleh penulis dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun  Karya Ilmiah 

yang lebih baik. 
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